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Latar belakang skripsi Implementasi Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Saham peserta penanam modal Indonesia Di PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia yang merupakan perusahaan penanam modal asing.
Rumusan masalah (1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Saham di PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia?, (2)Bagaimanakah pengaturan terhadap berkurangnya keikutsertaan kepemilikan saham dalam negeri yang tidak memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah di PT. Hitachi Constrution Machinery Indonesia. Tujuan penelitian (1) Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Saham Di PT.Hitachi Construction Machinery Indonesia, (2) Untuk menganalisa pengaturan terhadap berkurangnya keikutsertaan kepemilikan saham dalam negeri yang tidak memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah tentang kepemilikan saham di PT. Hitachi Constrution Machinery Indonesia.

Metode Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di PT.Hitachi Construction Machinery Indonesia. Pengumpulan dan analisis data, melalui wawancara dibandingkan dengan dokumen-dokumen maupun arsip di PT.Hitachi Construction Machinery Indonesia. 
Hasil penelitian PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia tidak dapat memenuhi syarat kepemilikan saham sehingga pemerintah melalui surat pemberitahuan memberikan kebijakan jangka waktu kepada PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia selama 180 hari untuk mencari peserta Indonesia yang mau membeli saham PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.
Simpulan bahwa pemberian jangka waktu 180 hari yang diberikan kepada PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang penanaman modal, hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Saran- saran skripsi (1) Pemerintah seharusnya membuat aturan khusus tentang saham yang lebih menjamin kepastian hukum guna menarik minat investor untuk melakukan persaingan secara sehat. (2) Seharusnya ada sanksi yang tegas dan tertulis secara jelas dalam peraturan dari pemerintah mengenai jumlah kepemilikan saham, apabila suatu-waktu perusahaan penanaman modal asing yang telah berdiri tidak dapat memenuhi syarat minimal kepemilikan saham peserta Indonesia.
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